
  

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN ASAHAN 

 

NOMOR 6 TAHUN 2012 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR  8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI  DAN TATAKERJA 

 KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ASAHAN, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

ditegaskan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja 

camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, maka dirasa 

perlu melakukan penyesuaian – penyesuaian urusan otonomi 

daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ditegaskan bahwa 

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 

Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

ini, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan-

perubahan atas Peraturan Daerah yang telah ditetapkan 

sebelumnya; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

menegaskan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja 

lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah 

Kecamatan, maka perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian 

Kelembagaan Organisasi Kelurahan; 

d. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditegaskan bahwa 

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, maka perlu 

dilakukan penyerasian-penyerasian Kelembagaan Organisasi 

Kelurahan;  
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e. bahwa dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan sinerjitas 

kelembagaan Organisasi Kecamatan, maka perlu dilakukan 

perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan ; 

f. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, b, c, d dan huruf e, maka perlu melakukan perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Asahan yang penetapannya dengan Peraturan 

Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 1092);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 12 

Tahun 2008  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4884); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 164); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4588); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN 

 



 5 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4816); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 4); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

dan 

BUPATI  ASAHAN 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 

2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN 
DAN KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 

8), diubah menjadi : 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta lampiran I 

Peraturan Daerah diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi : 

 
Pasal 4 

(1) Organisasi Kecamatan terdiri dari : 

a. Camat; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

2. Sub Bagian Keuangan ; 
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c. Seksi  Pemerintahan ; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; 

e. Seksi Kesejahteraan Sosial ; 

f. Seksi Pembangunan Masyarakat ; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional ; 

(2) Sekretariat Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat. 

(3) Bagan Organisasi sebagaimana pada lampiran dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) dihapus serta ayat (4) 

diubah ; 

(1) Dihapus ; 

(2) Dihapus ; 

(3) Dihapus ; 

(4) Masing- masing Sub Bagian, dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Kecamatan. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Asahan. 

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal  26 Nopember 2012                  

  
BUPATI ASAHAN, 

          dto 

TAUFAN GAMA SIMATUPANG 
 

Diundangkan di Kisaran 
pada tanggal  26 Nopember 2012  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, 

 

        dto 

  

S O F Y A N  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2012 NOMOR 6 
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SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
CAMAT 

 
SEKRETARIS 

KECAMATAN 

 
SUBBAG UMUM 

DAN 

KEPEGAWAIAN 

 
SEKSI 

PEMBANGUNAN 
MASYARAKAT 

 

 
SEKSI 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

 

 
SEKSI 

KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 
 

 
SEKSI 

PEMERINTAHAN 
 

KELURAHAN 

 
SUBBAG 

KEUANGAN 

LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN 
NOMOR : 6 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 

2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN 
   

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN 

BUPATI ASAHAN, 

           dto 

TAUFAN GAMA SIMATUPANG 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

 


